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KATA PENGANTAR  

 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya, Laporan 

Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan 

Tahun 2020 telah selesai disusun, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelola 

Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2018 ï 2023. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari : 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah ; 

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di 

dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan 

bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh 

jajaran Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan.  

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik 

dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan 

dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang. 

 

Kuala Pembuang, 29 Januari  2021 
 

Kepala Badan Pengelola Perpajakan dan  
Retribusi Daerah KabupatenSeruyan 
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IKHTI SAR EK SEKUTIF  
 

Terciptanya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, efektif dan efisien, mampu 

mensejahterakan masyarakat, memiliki tujuan yang jelas, maju dengan prilaku keteladanan, 

memberikan pelayanan yang tepat waktu lancar, terukur,  berdaya saing serta memiliki kepedulian 

Sosial dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, merupakan suatu penjabaran dari TAP MPR 

RI Nomor XI/MPR/1998 dan undang ï undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagai tindak lanjut TAP MPR 

tersebut telah diterbitkan Kepres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Instansi 

Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan dalam bentuk 

LKjIP  setiap tahunnya. 

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Seruyan dituntut dapat menunjang pencapaian visi Kabupaten Seruyan.  

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah 

berupaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui serangkaian program dan kegiatan sesuai 

dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Seruyan tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan.  

Dalam mencapai terwujudnya tujuan organisasi serta menunjang pencapaian visi Kabupaten 

Seruyan, Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah mempunyai visi : ñMengoptimalkan 

Pendapatan Daerah yang Mandiri, Profesional dan Akuntabelò.  

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Pengelola Perpajakan dan Retriusi Daerah telah 

menetapkan misi ñMenggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Daerah, Meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, Meningkatkan sinergitas dan koordinasi Pendapatan Daerah, Meningkatkan 

kinerja Sumber Daya Manusia dan organisasiò , tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam rencana 

strategis dan telah dijabarkan melalui penetapan kebijakan yang dituangkan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Seruyan. 

  Dalam hal Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi 

Daerah tahun 2020 dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.665.784.606,25. anggaran yang terealisasinya 

sebesar Rp. 6.725.127.813,28 atau 63,05%,  
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Dalam LKjIP Tahun 2020 ini, disajikan besaran prosentase capaian program dan kegiatan yang 

menggambarkan tingkat keberhasilan capaian kinerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 

dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Namun demikian 

disamping tingkat keberhasilan yang dicapai masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan 

perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga diharapkan kinerja yang dihasilkan 

Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah dapat lebih optimal. 

 

 

 
Kuala Pembuang,  29 Januari 2021 

 
Kepala Badan Pengelola Perpajakan dan  

Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. GAMBARAN UMUM  

Pengembangan aparatur negara diarahkan pada makin terwujudnya daya tanggap 

terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan. Dukungan administrasi negara 

yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

sangat diperlukan dalam suatu sistem administrasi negara yang makin handal, profesional dan 

strategis. 

Dalam merespon perubahan lingkungan strategis, setiap instansi pemerintah 

berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan yang dituangkan dalam bentuk 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mencakup pencapaian kinerja kegiatan dan 

kinerja keuangan yang telah dilaksanakan, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai 

bahan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dalam 

mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi dinas dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah 

yang baik (Good Governance). 

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman 

penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Inti dari LKj IP adalah memberikan informasi kepada pihakïpihak 

yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sararan yang hendak 

dicapai dan tingkat pencapaian sasaranïsasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan. Lebih jauh LKjIP dapat memberikan informasi yang valid mengenai kinerja 

kebijakan, program kegiatan, pencapaian kegiatan serta perumusan masalah dan 

rekomendasinya. 

Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

mandat, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja 

Tahun 2020 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelola Perpajakan 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan pada tahun mendatang. 
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B. DASAR HUKUM  

 Sebagai dasar hukum dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu 

sebagai berikut : 

1. Undangïundang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, 

Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             Nomor 

4400); 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor 4421); 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undangïundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undangï undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4484); 

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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9. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor  03  Tahun  2007  tentang  Laporan 

Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah, Laporan  

10. Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  

Daerah,  dan  Informasi  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  

Masyarakat (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007    Nomor  19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);  

11. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian 

Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah Provinsi  dan  

Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/  Kota    (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

2007  Nomor  82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan  Tugas  Pembantuan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  

20,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4816); 

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

15.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  

Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagaimana  telah diubah  dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  

Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Seri A); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 

2015 Nomo 30 Seri D); 

19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX//68/2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian 

Tugas Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan. 
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C. KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah 

Daerah dibidang Pendapatan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok yaitu 

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan 

daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah. 

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Badan Pengelola Perpajakan 

dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah. 

c. Penyelenggaraan pungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan.  

d. Melaksanakan   pengawasan   pelaksanaan   pungutan pendapatan daerah. 

e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Badan Pengelola Perpajakan 

dan Retribusi Daerah. 

f. Pembinaan,   pelayanan,   pengawasan,   pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan pendapatan daerah. 

g. Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas. 

 

D. SUSUNAN ORGANISASI 

Susunan organisasi Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah  Kabupaten Seruyan 

terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub. Bagian Perencanaan; 

2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3) Sub. Bagian Keuangan 

c. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Pemungutan, terdiri dari : 

1) Sub. Bidang Kerjasama dan Pemungutan dan Penyusunan Produk  Hukum 

Perpajakan dan Retribusi. 

 2)  Sub Bidang Pengkajian Potensi dan Pelayanan 

d. Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan, terdiri dari : 

1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengelola Sistem Informasi. 

2) Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian dan Penetapan. 
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e. Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan, terdiri dari : 

1) Sub Bidang Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan. 

2) Sub Bidang Penagihan dan Penagih Paksa. 

f. Bidang Pelaporan, Pengawasan dan Pegendalian Pemungutan, terdiri dari : 

1) Sub Bidang Pelaporan, Penyusunan Target/Realisasi dan Pengendalian 

Pemungutan. 

2) Sub Bidang Pengawasan, Pembetulan, Pengurangan dan Penghapusan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Tabel 1 

Struktur Organisasi BPPRD Kabupaten Seruyan 
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E. SUMBER DAYA ORGANISASI 

1) Personil  

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi 

dan berperan sebagai penggerak roda organisasi yang dapat menentukan berhasil tidaknya 

sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber Daya Aparatur 

merupakan aset organisasi yang harus terus dibina dan dipelihara agar menjadi sumber daya 

manusia yang berkualitas guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Khususnya 

Aparatur Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan yang mana 

mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan PAD. 

Berdasarkan sumber data Sekretariat pada Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 saat ini didukung sebanyak 39 (tiga puluh tujuh) 

orang Pegawai Negeri Sipil dengan perincian sebagai berikut : 

No Uraian Jumlah 

1. 

 

Menurut latar belakang pendidikan :  

  

 

a.  Pasca Sarjana (S2)   2 Orang 

 

b.  Sarjana (S1)  21 orang   

 

c.  Sarjana Muda  2 orang  

 

d. SLTA   13 Orang 

2. Menurut golongan : 

  

 

a.  Golongan IV   4 orang 

 

b.  Golongan III  21 orang   

 

c.  Golongan II 13 orang  

3. Menurut jabatan :  

  

 

a.   Eselon II 1 orang 

 

b.   Eselon III  5 orang   

 

c.   Eselon IV 11 orang  

4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural : 

  

 

a.    Diklatpim Tk. I   0 orang 

 

b.  Diklatpim Tk. II  0 orang   

 

c.   Diklatpim Tk. III  1 orang  

 

d.   Diklatpim Tk. IV 6 orang 

        

 Selain itu juga terdapat Pegawai Honorer sebanyak 36 (tiga puluh lima) orang.  
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2) Penganggaran 

Dalam rangka pelaksanaan tufoksi BPPRD mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 

10.531.472.206,25 dan terealisasi sebesar Rp. 6.595.652.813,28  atau 63,05% yang terdiri dari 

Belanja Tidak Langsung  (BTL) dan Belanja Langsung (BL) seperti yang tercantum pada table 

berikut : 

 

Tabel 1 

Anggaran Belanja BPPRD Kabupaten Seruyan 

Tahun Anggaran 2020 

 

Jenis Belanja Tahun 2020 

Belanja Tidak Langsung 7.828.178.631,35 

Belanja Langsung 2.837.605.974,90 

Jumlah 10.665.784.606,25 

Sumber data : DPPA SKPD T.A.  2020 

 

Anggaran Belanja Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan 

didukung  7 (Sembilan) Program dan 37 (tiga puluh Tujuh) Kegiatan. 
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BAB II  

 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA  

 

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Seruyan, Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 

(lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018 ï 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala 

yang ada atau mungkin timbul. 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan 

yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.  

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, 

Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan telah mencanangkan visi 

dan misi organisasi  untuk keberadaannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan 

akan visi dan misi  tersebut, merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman 

organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan 

dapat eksis, antisipatif dan produktif serta selalu siap  menyikapi perkembangan. 

Sebagai cara pandang kedepan maka visi dan misi harus dirumuskan sedemikian rupa 

untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi 

bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam 

meningkatkan pendapatan daerah. 

I.  Visi 

ñMengoptimalkan Pendapatan Daerah yang Mandiri, Profesional dan Akuntabelò. 

 

II.  Misi  

Adapun misi dari Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah meliputi : 

1. Meningkatkan kemandirian pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah. 

2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). 

3. Menjamin tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel 

 

III.  Tujuan  

Adapun tujuan dari misi Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Seruyan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan Penerimaan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.  

b. Pencapaian Target Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
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IV.  Sasaran 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata 

dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral 

dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. 

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan 

organisasi/ pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang 

namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun ke 

depan. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Seruyan menetapkan sasaran adalah sebagai berikut : 

a. Terwujudnya pertumbuhan PAD sebesar 5-7%. 

b. Terwujudnya Target Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan. 

c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur. 

 Dengan memperhatikan Misi Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Seruyan maka kebijakan yang dilakukan adalah : 

1. Kebijakan Peningkatan penerimaan daerah melalui pengaturan dan pengurusan sumber-

sumber PAD dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis. 

2. Kebijakan peningkatan penerimaan melalui penggalian sumber-sumber penerimaan diluar 

PAD. 

3. Melakukan investigasi, verifikasi dan validasi  tunggakkan sekaligus berupaya mencari 

solusi untuk penagihan. 

4. Melakukan penagihan secara langsung kelapangan (sistem jemput bola) terhadap tunggakkan 

maupun ketetapan pajak/ retribusi yang sedang berjalan. 

5. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemungutan kepada dinas-dinas terkait 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

6. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengoptimalan penagihan 

pajak/retribusi. 

7. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Daerah yang saat ini sudah tidak relevan. 

8. Melakukan Sistem pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Self Assessment dan 

Official Assessment berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

B. PROGRAM DAN KEGIATAN  

Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2020 

mempunyai program dan Kegiatan meliputi :  

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.  Penyediaan jasa surat menyurat; 
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2.  Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya air dan listrik; 

3.  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/ Operasional; 

4.  Penyediaan Jasa Administrasi keuangan; 

5.  Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

6.  Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor; 

7.  Penyediaan alat tulis kantor; 

8.  Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan; 

9.  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 

10.  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

11.  Penyediaan Peralatan rumah tangga; 

12.  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundangïundangan; 

13.  Penyediaan makanan dan minuman pegawai; 

14.  Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. 

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.  

1.  Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor; 

2.  Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 

3.  Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

1.  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 

2.  Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 

4. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

1.  Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah; 

2.  Intensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah; 

3.  Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Pungutan Pendapatan Daerah; 

4.  Penyusunan Target Pendapatan Daerah; 

5.  Pengembangan Kerjasama Pendapatan Daerah; 

6.  Pengembangan Potensi Pendapatan; 

7.  Pemeriksaan dan Penyidikan terhadap wajib Pajak Daerah dan Lain-lain PAD; 

8.  Penanganan Sengketa Pajak dan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD; 

9.  Penyusunan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; 

10.  Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang Pendapatan Daerah. 

5. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan daerah. 

1.  Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pendapatan Daerah; 

2.  Monitoring, Evaluasi  Pendapatan Daerah; 

3.  Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah. 

 



Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan   12 
 

6. Program Pelayanan Pendapatan 

1. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah; 

2. Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah; 

3. Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak Daerah. 

 

C.   PERJANJIAN KINERJA  TAHUN 2020 

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah merupakan 

Komitmen Kinerja sesuai dengan Tupoksi serta Jabatan yang di emban dari essellon IV dengan 

essellon III, essellon III dengan essellon II, dari essellon II dengan Kepala Daerah. Perjanjian 

Kinerja Tahun 2020 terlampir.  

 

Tabel Perencanaan Kinerja Tahun 2020 

Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah  Kabupaten Seruyan 

 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Kinerj

a 

Tahun 

2020 

Program 

2020 
Kegiatan 2020 

1 Terwujudny

a 

Pertumbuha

n PAD 

Rasio 

Pendapata

n Asli 

Daerah 

(%) 

5 % Program 

Intensifikasi 

Dan 

Ekstensifikas 

Sumber-

Sumber 

Pendapatan 

Daerah 

1. Pendataan Pajak dan Retribusi 

2. Intensifikasi Penerimaan Pajak dan 

Retribusi Daerah 

3. Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan 

Pungutan Pendapatan Daerah 

4. Penyusunan Target Pendapatan 

Daerah 

5. Pengembangan Kerjasama 

Pendapatan Daerah 

6. Pengembangan Potensi Pendapatan 

7. Pemeriksaan dan Penyelidikan 

terhadap Wajib Pajak Daerah dan 

Lain- Lain PAD 

8. Penanganan Sengketa Pajak dan 

Retribusi Daerah serta Lain- lain 

PAD 

9. Penyusunan Sistem dan Prosedur 

Pemungutan Pajak dan Retribusi 
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Daerah 

10. Penyusunan Sistem dan Prosedur 

Pemungutan Pajak dan Retribusi 

Daerah 

2 Terwujudny

a Target 

Pendapatan 

Daerah 

Persentase 

Pencapaia

n 

Pendapata

n Daerah 

100 %  11. Penyusunan Rancangan Produk 

Hukum 

    Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Bidang Pendapatan Daerah; 

2. Monitoring, Evaluasi Pendapatan 

Daerah; 

3. Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Pendapatan Daerah; 

 

    Program 

Pelayanan 

Pendapatan 

1. Kegiatan Implementasi Sistem 

Informasi Pengelolaan Pendpatan 

Daerah 

 

 

 

3 Meningkatn

ya 

Kapasitas 

dan 

Profesionali

sme 

aparatur 

Persentase 

Pelaksana

an 

Program/

Kegiatan 

100% Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

1. Kegiatan Jasa Surat menyurat 

2. Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber daya Air dan 

Listrik 

3. Kegiatan Penyediaan jasa 

Pemeliharaan dan Perizinan 

Kendaraan dinas/Operasional 

4. Kegiatan penyediaan jasa 

Administrasi Keuangan 

5. Kegiatan Penyediaan jasa 

Kebersihan kantor 

6. Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan 

Peralatan Kantor 

7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 

Kantor 

8. Kegiatan Penyediaan barang cetak 
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dan penggandaan 

9. Kegiatan Penyediaan Komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

10. Kegiatan Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan kantor 

11. Kegiatan Penyediaan peralatan 

rumah tangga 

12. Kegiatan Penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan perundang-

undangan 

13. Kegiatan penyediaan makanan 

dan minumam Pegawai 

14. Kegiatan rapat-rapat Koordinasi 

dan Konsultasi ke luar/dalam daerah 

    Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasaraa 

Aparatur 

1. Kegiatan Pemeliharaan 

rutin/berkala gedung kantor; 

2. Kegiatan Pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional; 

    Program 

Peningkatan 

Pengembang

an Sistem 

Pelaporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan 

1. Kegiatan Penyusunan laporan 

Capaian Kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD; 

2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Akhir tahun. 
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BAB III  

 

AKUNTABILITAS  KINERJA   

 

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  UTAMA  

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berdaya 

guna, instansi Pemerintah harus mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan 

Misi instansinya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung 

jawaban secara periodik. 

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 

termasuk Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan sebagai salah satu 

perangkat Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam 

Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam 

media Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini yang dianalisis dalam pengukuran-

pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran disertai dengan indikator kinerja 

dan indikator sasaran yang pada akhirnya akan diketahui persentasi tingkat capaian terhadap 

sasaran dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Seruyan Tahun 2020. 

Untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelola 

Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 berdasarkan hasil penilaian yang 

sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator 

masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dengan proses mengolah masukan menjadi keluaran 

atau hasil dalam proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dianggap penting dan 

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. 

Sesuai Surat Keputusan kepala LAN No. 239/IX/16/8/2003 ditetapkan indikator-indikator 

kinerja dengan kategori sebagai berikut : 

1. Input (masukan) 

2. Output (keluaran) 

3. Outcome (hasil) 

4. Benefit (manfaat) 

5. Impact (dampak) 

Dengan penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut : 
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1. Indikator Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, material, 

informasi, kebijakan/peraturan  perundang-undangan dan sebagainya. 

2. Indikator Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu 

kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. 

3. Indikator Outcomes adalah indikator yang menggambarkan  hasil nyata dari  keluaran suatu 

kegiatan pada jangka menengah (Efek Langsung). 

4. Indikator Benefits adalah  sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat 

tersebut baru  kelihatan/ diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka 

menengah dan jangka panjang. 

5. Indikator Impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat baik positif 

maupun negatif yang diperoleh dari hasil kegiatan seperti halnya indikator manfaat, indikator 

dampak juga pada umumnya menunjukan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang 

menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.  

Capaian Kinerja Sasaran 

Capaian Kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran. Perumusan Indikator 

Kinerja Sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. 

 

No. Skala Capaian Kinerja Kategori 

1 Ó 100% Sangat Baik 

2 75 ï 100 % Baik 

3 55 ï 75 % Cukup Baik 
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Berdasarkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Seruyan tahun 2020, maka keseluruhan pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 

dibawah sebagai berikut : 

Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perpajakan  

dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

kinerja  
Sat 

Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian 

2020 

Kategori 

Capaian 

1. Terwujudnya 

pertumbuhan PAD 

    Prosentase 

pertumbuhan 

PAD 

% 5 % 
 

-9.32 

 

 

-

186.35% 

 

cukup 

 

2. Tercapainya target 

penerimaan daerah 

baik dari sektor 

pendapatan asli 

daerah (PAD) 

maupun dari sektor 

dana perimbangan 

dan Lainïlain 

Pendapatan Daerah 

yang Sah 

Target PAD 

 

Target   

Penerimaan  

Daerah 

keseluruhan 

Rp. 

 

 

Rp. 

 

142,954,833,108.67 

 

 

 

 

 

1,093,091,792,783.67 

 

 

70,315,835,582.82 

 

 

 

 

1,008,375,655,865.94 

 

 

49.19% 

 

 

 

 

92.25% 

 

cukup 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Profesionalisme 

aparatur 

Jumlah Aparatur 

yang memiliki 

Sertifikasi 

Keahlian di 

Bidang 

Pendapatan  ( 

orang ) 

Rp. 
 

10.665.784.606,25 

 

6.725.127.814,00 

 

63,05 

 

Baik 

Sumber data Bidang Pelaporan, Pengawasan dan Pegendalian Pemungutan BPPRD Kab. Seruyan 

  

Berikut adalah hasil pengukuran Penetapan Kinerja Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Seruyan yang telah dicapai tahun 2020 

dan dilakukan analisis capaian sebagai berikut : 

Cara Perhitungan : 

Realisasi Th.2020 
x 100 % 

Target Th. 2020 

 

 

 

Pendapatan keseluruhan Tahun 2019  sebesar Rp. 1,230,888,428,870.43  realisasi tahun 2019 

sebesar Rp. 1,123,063,671,155,12 
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Sedangkan uraian data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 

 

Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 

No. Uraian 

 

Tahun 2020 

Target Realisasi  % 

1,1 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(PAD) 

142,954,833,108.67 

 
70,315,835,582.82 49.19 

1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 74,356,080,596.30 16,401,514,944.45 22.06 

1.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 13,877,779,392,00 11,615,150,184.36 83.70 

1.1.3 

PENDAPATAN HASIL 

PENGELOLAAN KEKAYAAN 

DAERAH YANG DIPISAHKAN 

8,559,612,900.95 7,738,215,980.00 90.40 

1.1.4 LAIN -LAIN PAD YANG SAH 46,161,360.219.42 34,560,954,474.01 74.87 

 

Untuk penerimaan yang dikelola Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah dari target 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 142,954,833,108.67 

tahun 2020, dapat tercapai sebesar Rp. 70,315,835,582.82 atau sebesar 49.19 %  
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B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA  

 

Dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi 

Daerah  sebesar Rp. sebesar Rp. 142,954,833,108.67 

tahun 2020, dapat tercapai sebesar Rp. 70,315,835,582.82 atau sebesar 49.19 %, Penerimaan yang di 

kelola oleh Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah  Kabupaten Seruyan di targetkan 

sebesar Rp. 74,356,080,596.30, Terealisasi Sebesar Rp. 16,401,514,944.45 atau 22.06 %. 

 

Tabel Rekapitulasi Penerimaan BPPRD di Tahun 2020 

No Jenis Penerimaan Target Realisasi 
Persentase 

(%) 

 Hasil Pajak Daerah                  

74,356,080,596.30  

                

16,401,514,944.45  

          

22.06  

 Pajak Hotel                         

34,931,500.00  

                       

60,438,000.00  

        

173.02  

 Pajak Restoran                    

1,394,514,651.00  

                  

1,032,720,239.00  

          

74.06  

 Pajak Reklame                       

171,599,857.00  

                     

154,942,431.60  

          

90.29  

 Pajak Penerangan Jalan                    

9,301,509,856.84  

                  

8,744,150,941.13  

          

94.01  

 Pajak Air Tanah                       

377,298,098.00  

                     

275,933,231.20  

          

73.13  

 Pajak Sarang Burung Walet                         

48,600,000.00  

                         

8,584,750.00  

          

17.66  

 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    

2,363,223,911.46  

                  

2,552,932,905.52  

        

108.03  

 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 

                   

7,712,312,722.00  

                  

3,283,086,366.00  

          

42.57  

 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan                  

52,949,590,000.00  

                     

288,141,080.00  

            

0.54  

 Hasil Retribusi Daerah                  

13,877,779,392.00  

                

11,615,150,184.36  

          

83.70  

 Retribusi Jasa Umum                  

12,491,253,432.00  

                

10,841,709,732.00  

          

86.79  

 Retribusi Jasa Usaha                       

573,776,800.00  

                     

356,433,736.00  

          

62.12  

 Retribusi Perijinan Tertentu                       

812,749,160.00  

                     

417,006,716.36  

          

51.31  

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 

                   

8,559,612,900.95  

                  

7,738,215,980.00  

          

90.40  

 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 

Perusahaan 

Milik Daerah/ BUMD 

                   

8,559,612,900.95  

                  

7,738,215,980.00  

          

90.40  

 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah 

                 

46,161,360,219.42  

                

34,560,954,474.01  

          

74.87  

 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak                                                    
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sumber data Bidang Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan BPPRD Kab. Seruyan 

 

Berdasarkan Tabel penerimaan yang tidak mencapai target antara lain : 

1. Pajak Hotel tercapai 174,52% dengan realisasi sebesar Rp. 60.963,00 dari target sebesar Rp. 

34.931.500,00, yaitu terdiri dari Rumah Penginapan dan sejenisnya.  

 Permasalahan :  

 Permasalahan yang dihadapi terkait dengan Pajak Hotel adalah karena masih kurangnya 

sosialisasi para pengusaha/ pemilik hotel kepada tamu/ pengunjung hotel sehingga pajak yang 

dipungut tidak berdasarkan penerimaan atau pungutan dari tamu/ pengunjung. Hal ini terjadi 

karena menurut para Pengusaha/ Pemilik hotel, tamu/ pengunjung hotel akan keberatan jika tarif 

yang dibayarkan ditambah beban pajak sebesar 10%, sehingga ini memberikan pengaruh terhadap 

penerimaan Pajak Hotel.  Solusi :  

 BPPRD terus melakukan sosialisasi ke pengusaha/ pemilik hotel sebagai Wajib Pajak Hotel. 

2. Pajak Restoran tercapai 74,02% dengan realisasi sebesar Rp. 1.032.195.239,00 dari target sebesar 

Rp. 1.394.514.651,00, yaitu terdiri dari Rumah Makan (139,88%) dan Jasa Boga/ Katering 

(73,77%).  

 Permasalahan : 

- Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sesuai Pasal 8 ayat (4) yang 

berbunyi Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran 

yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) pertahun, 

sehingga dengan adanya ketentuan ini maka berdasarkan data, masih banyak restoran di 

Kabupaten Seruyan yang memiliki omset dibawah batas nilai penjualan yang dikenakan Pajak 

sehingga bertentangan dengan pasal tersebut. - Tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah. 

 - Dalam peraturan belum ada menjelaskan klasifikasi restoran sehingga Wajib Pajak keberatan 

dengan pengenaan besaran tarif yang sama terhadap klasifikasi yang berbeda. 

- Banyaknya kegiatan SOPD yang tidak terlaksana karena dampak dari pandemic Virus Covid 19. 

Dipisahkan 982,116,000.00  982,116,000.00  100.00  

 Pendapatan Jasa Giro                  

17,480,425,383.41  

                

12,373,205,732.41  

          

70.78  

 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                    

9,455,245,896.40  

                       

86,015,620.04  

            

0.91  

 Pendapatan Denda Pajak                       

324,288,812.18  

                       

69,886,813.63  

          

21.55  

 Pendapatan Denda Retribusi                              

163,574.00  

                            

132,000.00  

          

80.70  

 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum                    

4,239,055,474.00  

                  

4,610,252,650.00  

        

108.76  

 Pendapatan BLUD                    

8,958,514,405.00  

                

11,303,876,236.00  

        

126.18  

 Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya                    

4,721,550,674.43  

                  

5,135,469,421.93  

        

108.77  
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  Solusi : 

 - BPPRD telah mengusulkan perubahan Perda No. 14 Tahun 2010 khususnya untuk besaran nilai 

penjualan yang dapat dikenakan pajak. - BPPRD terus melakukan sosialisasi terhadap 

penegakan aturan khususnya untuk Objek Pajak Restoran. - Perlunya menuangkan dalam 

peraturan klasifikasi untuk Pajak Restoran serta membuat perbedaan besaran tarif sesuai 

dengan klasifikasinya masing-masing. 

 3.  Pajak Hiburan tercapai 23,40% dengan realisasi sebesar Rp. 585.000,00 dari target sebesar Rp. 

2.500.000,00, yaitu terdiri dari Sirkus/ Akrobat/ Sulap (23,40%). Permasalahan :  

 Masih kecilnya tingkat capaian penerimaan Pajak Hiburan karena disebabkan masih kurangnya 

ketersediaan jenis-jenis tempat hiburan yang bisa dikenakan pajak, dan penerimaan sementara ini 

hanya sebatas hiburan dalam rangka event-event tertentu  saja atau menyesuaikan dengan acara 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.  

 Solusi : 

  -  Terus melakukan pendataan terkait objek pajak hiburan yang belum tergali. - Melakukan 

kerjasama antara Pemerintah Daerah atau instansi terkait dengan Event Organizer (EO) sebagai 

upaya optimalisasi penerimaan terkait pajak hiburan.  

4.  Pajak Reklame tercapai 90,29% dengan realisasi sebesar Rp. 154.942.431,60 dari target sebesar 

Rp. 171.599.857,00, yaitu terdiri dari Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron (89,23%), 

Reklame Kain (119,35%), Reklame Selebaran (0,00%), dan Reklame Bersinar (43,73%).  

 Permasalahan :  

 Untuk jenis Pajak Reklame terkendala karena : 

 -  ada di PBS untuk melaporkan objek objek yang dimiliki perusahaan serta belum optimalnya 

pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ada di PBS terhadap Pajak yang telah 

ditetapkan. 

  Solusi :  

 -  Pemerintah Daerah harus berupaya menyediakan fasilitas/ tempat pemasangan reklame supaya 

dengan bertambahnya objek, maka diharapkan orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan reklame akan bertambah pula.  

  - Sedangkan upaya yang harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang ada di PBS adalah dengan 

terus melakukan pendataan terhadap objek yang ada di PBS serta terus melakukan 

penyampaian/ pemberitahuan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah 

diterbitkan atau melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah 

(STPD) apabila pihak perusahaan tidak melakukan pembayaran sesuai masa pajak yang 

ditetapkan.  

5. Pajak Penerangan Jalan tercapai 94,01% dengan realisasi sebesar Rp. 8.744.150.941,33 dari target 

sebesar Rp. 9.301.509.856,84, yaitu terdiri dari Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri 

(87,12%) dan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (104,24%).  

 Permasalahan : 
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  - Kurang tertibnya pihak perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya terhadap 

Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri yang telah ditetapkan dan disampaikan dan masih 

ada pihak perusahaan yang menyampaikan Surat Keberatan atas ketetapan pajak yang telah 

dikeluarkan oleh BPPRD sehingga SKPD atau STPD yang telah diterbitkan menjadi tertunda 

dalam penyetorannya. 

  - Belum adanya peraturan yang mengatur tentang TDL PPJ yang dihasilkan Sendiri, sampai 

dengan saat ini TDL PPJ tersebut masih berdasarkan tarif yang dikeluarkan oleh PLN.  

   Solusi :  

 - BPPRD akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi terkait Surat Ketetapan Pajak Daerah atau 

Surat Tagihan Pajak Daerah yang telah diterbitkan oleh BPPRD. - BPPRD akan terus 

melakukan analisis terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pihak Perusahaan. 

  - Akan segera mengusulkan peraturan tentang TDL yang dihasilkan sendiri ke Bupati Seruyan. 

 6.  Pajak Air Tanah tercapai 73,13 % dengan realisasi sebesar Rp. 275.933.231,30 dari target sebesar 

Rp. 377.298.098,00.  

 Permasalahan :  

 - Kurangnya pemahaman terkait definisi Pajak Air Tanah dan Pajak Air Permukaan sehingga 

pada saat penyusunan target awal disesuaikan dengan potensi pajak air tanah. 

  - Masih ada sebagian pihak swasta/ PBS yang tidak mau melaporkan terkait pengambilan/ 

pemanfaatan air tanah, dengan alasan bahwa pemakaian untuk kebutuhan rumah tangga yang 

ada di areal perusahaan merupakan objek yang dikecualikan sesuai Perda 14 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah Pasal 39 ayat (3) huruf a. Solusi : 

  - BPPRD Melakukan permintaan data serta melaksanakan pendataan langsung kelapangan 

apabila pihak perusahaan tidak menyampaikan/ melaporkan data terkait pengambilan/ 

pemanfaatan air tanah yang ada di estate 

  - BPPRD akan menetapkan pajak secara jabatan apabila pihak perusahaan tidak menyampaikan 

data terkait pengambilan/ pemanfaatan air tanah.  

7.  Pajak Sarang Burung Walet tercapai 12,69% dengan realisasi sebesar Rp. 8.059.250,00 dari 

target sebesar Rp. 63.500.000,00.  

 Permasalahan :  

 Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan sumber dan jumlah sarang burung walet 

yang terjual. 

  Solusi : 

  - Pemerintah Daerah terus melakukan pendekatan terhadap pengusaha sarang burung walet guna 

meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. 

  - BPPRD akan terus melakukan kegiatan Sosialisasi dan Pendataan serta memberikan teguran 

bagi Wajib Pajak yang masih menunda kewajiban perpajakannya sesuai prosedur yang berlaku.  

8.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercapai 108,03% dengan realisasi sebesar Rp. 

2.552.932.905,52 dari target sebesar Rp. 2.363.223.911,46.  
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 Permasalahan : 

  - Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. - Pembayaran 

atas pajak tersebut yang bersumber dari dana ADD yang dituangkan dalam APBDes untuk 

penganggaran belanja pajak tidak sesuai dengan HSBJ.  

 Solusi : 

  - Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dalam hal Perijinan Usaha 

Pertambangan Mineral Non Logam. - Dalam perencanaan APBDes agar berkoordinasi dengan 

SOPD yang memiliki wewenang terhadap HSBJ.  

9.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tercapai 42,57% dengan realisasi sebesar Rp. 

3.283.104.185,00 dari target sebesar Rp. 7.712.312.722,00.  

 Permasalahan :  

 - Besarnya piutang yang membebani Pemerintah Daerah sejak pengalihan kewenangan hingga 

sekarang ditambah dengan tidak validnya data pelimpahan tersebut.  

 - Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak khususnya PBB P2 dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, hal ini disebab kurangnya skill dan pemahaman pihak desa atau petugas desa 

dalam mensosialisasikan akan pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan di wilayah 

masing-masing sehingga masih banyak SPPT PBB P2 yang belum tersampaikan ke Wajib 

Pajak langsung. 

  - Masih banyaknya masyarakat yang enggan melaporkan data PBB P2 sesuai bukti kepemilikan.  

 - Masih banyak Objek PBB P2 yang belum ditemukan letak Objeknya sehingga kepala desa atau 

petugas desa kesulitan dalam melakukan penagihan.  

 Solusi : 

  - Terus melakukan validasi terhadap data PBB P2 yang menjadi piutang. - Memberikan masukan 

atau pemahaman kepada para Kepala Desa dan petugas desa untuk terus bekerjasama 

mensosialisasikan akan pentingnya kontribusi pajak khususnya PBB P2 dalam menunjang 

pembangunan khususnya di wilayah masing-masing sehingga SPPT PBB P2 dapat 

tersampaikan langsung kepada Wajib Pajak. 

  - Terus melakukan pendataan dengan terus melakukan kerjasama antara Kepala Desa, RT dan 

petugas desa.  

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tercapai 0,54% dengan realisasi sebesar Rp. 

288.141.080,00 dari target sebesar Rp. 52.949.540.000,00.  

 Permasalahan : 

  - Target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditargetkan sesuai dengan potensi 

yang ada akan tetapi banyak perusahaan yang sudah keluar SK Pelepasan Kawasan dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan akan tetapi tidak melanjutkan pengurusan HGU maupun HGB 

ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sehingga menyebabkan 

target BPHTB tidak tercapai karena dasar pemungutan BPHTB untuk perkebunan adalah SK 
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HGU dan HGB. - BPHTB tersebut bukan merupakan data penerimaan yang pasti tetapi sifatnya 

menunggu karena muncul pada saat ada transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan. 

  - Minimnya realisasi penerimaan BPHTB karena mayoritas transaksi penerimaan yang kecil atau 

skala perorangan, sedangkan untuk objek yang berasal dari badan usaha masih minim. Solusi : - 

Agar Pemerintah Daerah mendorong Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan untuk mengeluarkan aturan batas waktu Surat Keputusan tentang Pelepasan 

Kawasan agar pihak perusahaan segera mengurus SK HGU dan HGB ke Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. - Agar Pemerintah Daerah mendorong pihak 

perusahaan untuk mengurus pelepasan kawasan sesuai dengan Ijin Usaha Perkebunan yang 

diberikan.  

  - Karena BPHTB merupakan target yang cukup besar dari pendapatan Pajak Daerah maka 

perlunya membangun sinergitas yang baik dengan PPAT sebagai mitra Pemerintah Kabupaten 

Seruyan sehingga kedepan potensi pendapatan dari BPHTB lebih optimal.  

 

Permasalahan Capaian terhadap Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut :  

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan tercapai 87,28% dengan realisasi sebesar Rp. 10.367.759.810,00 

dari target sebesar Rp. 11.879.078.432,00.  

     Permasalahan : 

  - Masih kurangnya jenis pelayanan yang disediakan serta sarana dan prasarana yang digunakan 

dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. - Belum pernah ada peninjauan terhadap tarif 

retribusi.  

   Solusi : 

  - Agar Pemerintah Daerah terus meningkatkan jenis pelayanan yang disediakan serta sarana dan 

prasarana yang digunakan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan yang maksimal. - Perlunya peninjauan kembali terhadap kesesuaian tarif retribusi.  

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tercapai 26,19% dengan realisasi sebesar Rp. 

10.364.100,00 dari target sebesar Rp. 39.575.000,00.  

 Permasalahan : 

  - Belum ditegakkannya Perda terkait Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan secara 

menyeluruh sehingga realisasi capaian masih dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan yang ada di wilayah pasar sedangkan Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan dari rumah tangga belum tergali. - Belum pernah ada peninjauan terhadap tarif 

retribusi.  

 Solusi : 

  - Perlunya penegakan perda sehingga Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dapat 

diterapkan secara menyeluruh. - Perlunya peninjauan kembali terhadap kesesuaian tarif retribusi.  

 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercapai 101,28% dengan realisasi sebesar Rp. 

260.280.000,00 dari target sebesar Rp. 257.000.000,00.  
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 Permasalahan : 

  - Belum adanya klasifikasi zona parkir. - Fasilitas yang disediakan pemerintah daerah belum 

memadai. - Belum pernah ada peninjauan terhadap tarif retribusi.  

 Solusi : 

  - SOPD berwenang segera menentukan klasifikasi yang menjadi zona parkir. - Pemerintah 

Daerah terus meningkatkan layanan fasilitas/ tempat parkir. 

  - Perlunya peninjauan kembali terhadap kesesuaian tarif retribusi.  

4.  Retribusi Pelayanan Pasar tercapai 105,63% dengan realisasi sebesar Rp. 58.727.620,00 dari 

target sebesar Rp. 55.600.000,00. 

  Permasalahan :  

 Masih ada Kios-kios dan lapak pasar yang belum terisi.  

 Solusi :  

 Pemerintah Daerah terus melakukan perbaikan terhadap fasilitas pasar yang disediakan untuk para 

pedagang. 

5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercapai 57,46% dengan realisasi sebesar Rp. 

149.385.000,00 dari target sebesar Rp. 260.000.000,00.  

 Permasalahan :  

 Masih kurang lengkapnya peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Dinas 

Perhubungan.  

 Solusi :  

 Agar Pemerintah Daerah melakukan pengadaan peralatan dimaksud sesuai dengan usulan Dinas 

Perhubungan selaku SOPD Pemungut.  

6.  Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa tercapai 26,67% dengan realisasi sebesar Rp. 

600.000,00 dari target sebesar Rp. 2.250.000,00. 

  Permasalahan :  

 Kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung dan bangunan yang ada serta perbaikan/ 

pemeliharaan terhadap fasilitas yang sudah ada.  

  Solusi : 

  - Pemerintah Daerah lebih meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung dan bangunan serta 

terus melakukan perbaikan/ pemeliharaan terhadap fasilitas yang sudah ada. - Agar Pemerintah 

Daerah terus melakukan promosi untuk tempat-tempat tersebut.  

7. Retribusi Rumah Potong Hewan tercapai 55,66% dengan realisasi sebesar Rp. 2.782.780,00 dari 

target sebesar Rp. 5.000.000,00.  

 Permasalahan : 

  Masih terbatasnya tempat penyediaan rumah potong hewan (hanya ada 1 tempat) yang bisa 

dipungut disebabkan belum adanya regulasi terkait hal tersebut. 

  Solusi :  

 Perlu segera mengusulkan peraturan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ke Bupati Seruyan. 
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 8.  Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tercapai 100,00 % dengan realisasi sebesar Rp. 28.000.000,00 

dari target sebesar Rp. 28.000.000,00. 

  Permasalahan : 

  - Masih terbatasnya fasilitas/ tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

  -  Peninjauan terhadap tarif retribusi masih dalam proses. 

 Solusi : 

  - Melakukan peninjauan terhadap besaran tarif dengan menyesuaikan dengan harga pasar serta 

perkembangan perekonomian.  

9.  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tercapai 138,90% dengan realisasi sebesar Rp. 

97.230.000,00 dari target sebesar Rp. 70.000.000,00.  

 Permasalahan : 

  - Banyaknya tempat/ fasilitas yang disediakan tetapi masih belum layak guna atau mengalami 

kerusakan. - Belum pernah ada peninjauan terhadap tarif retribusi  

  Solusi : 

  - Agar Pemerintah Daerah harus melakukan pemeliharaan terhadap tempat/ fasilitas masih belum 

layak guna atau mengalami kerusakan. - Perlunya peninjauan kembali terhadap kesesuaian tarif 

retribusi.  

10. Retribusi Rumah Dinas tercapai 62,45% dengan realisasi sebesar Rp. 25.698.640,00 dari target 

sebesar Rp. 41.150.000,00.  

 Permasalahan : 

  - Kurangnya pemeliharaan terhadap fasilitas rumah dinas yang tersedia. 

  - Tarif retribusi masih terlalu kecil atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan. 

  Solusi : 

  - Pemerintah Daerah harus terus membenahi fasilitas yang ada sehingga berpengaruh terhadap 

pelayanan yang diberikan. 

  - Melakukan peninjauan terhadap besaran tarif dengan menyesuaikan dengan harga pasar serta 

perkembangan perekonomian.  

11. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tercapai 50,21% dengan realisasi sebesar Rp. 

398.570.556,36 dari target sebesar Rp. 793.813.000,00  

 Permasalahan : 

  - Kurangnya sosialisasi terkait Ijin Mendirikan Bangunan. 

  - Kurangnya minat masyarakat dalam mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang 

disebabkan biaya yang tinggi dalam pembuatan ijin.  

 Solusi :  

 Agar SOPD terkait lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB).  

12. Retribusi Perijinan Usaha Kelautan dan Perikanan tercapai 0,00% dengan realisasi sebesar Rp. 

0,00 dari target sebesar Rp. 2.500.000,00.  



Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan   27 
 

 Permasalahan : 

  - Kurangnya Koordinasi antara SOPD teknis dengan DPMTSP. - Kurangnya tingkat kesadaran 

Wajib Retribusi dalam hal pengurusan ijin dan pembayaran retribusi. - Kurangnya SOPD teknis 

bersama DPMTSP dalam melakukan sosialisasi baik tentang kepengurusan Izin Usaha 

Perikanan maupun tentang Objek retribusi yang bisa dikenakan retribusi. 

  Solusi : 

  - Perlunya Koordinasi antara SOPD teknis dengan DPMTSP. 

  - Perlunya SOPD teknis bersama DPMTSP melakukan sosialisasi baik tentang kepengurusan Izin 

Usaha Perikanan maupun tentang Objek retribusi yang bisa dikenakan retribusi.  

13. Retribusi Perpanjangan Ijin Tenaga Kerja Asing tercapai 100,00% dengan realisasi sebesar Rp. 

16.436.160 0,00 dari target sebesar Rp. 16.436.000,00.  

 Permasalahan :  

 Adanya Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 15 ayat (1) 

dan (2) bahwa pemberi kerja TKA wajib membayar dana notifikasi dan pembayaran dana 

kompensasi penggunaan TKA dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, hal ini menyebabkan 

nihilnya penerimaan dari Retribusi Perpanjangan Ijin Tenaga Kerja Asing. Dari seluruh 

permasalahan dan solusi yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 Permasalahan :  

 1. Masih adanya landasan hukum yang belum dilakukan penyesuaian. 

 2. Standard Operating Procedure (SOP) Pajak Daerah belum memadai.  

 3. Kualitas aparat pajak/retribusi daerah masih belum maksimal. 

  4. Informasi mengenai pelayanan perpajakan belum maksimal.  

 5. Sistem dan sarana prasarana pelayanan Pajak Daerah belum memadai.  

 6. Kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak masih belum optimal.  

 7. Tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah belum 

optimal. 

 8. Kurangnya koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif dengan seluruh SOPD pengelola 

Pendapatan Asli Daerah.  

   9. Perekonomian Masyarakat menurun akibat dampak dari Pandemi Virus Covid 19 dan adanya 

Rasionalisasi  APBD  untuk penanganan Pandemi Covid 19 

 Solusi :  

1.  Menyempurnakan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah;  

2.  Menambah dan merevisi Standard Operating Procedure (SOP) Pajak Daerah  berdasarkan 

peraturan yang berlaku;  

3.  Peningkatan ketaatan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah 

melalui sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai 

ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;  
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4.  Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;  

5. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif dengan seluruh SOPD 

pengelola Pendapatan Asli Daerah;  

6. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah dengan mengikuti Diklat teknis dan 

workshop mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; 

7. Modernisasi sistem dan sarana prasarana pelayanan Pajak Daerah.  

8. Mengintensifkan pelayanan jemput bola bagi masyarakat pembayar pajak. 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian sasaran 

ini maka Program dan kegiatan didukung melalui : 

Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yang 

operasionalnya didukung oleh kegiatan : 

Pendataan Pajak dan Retribusi 

1.  Intensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

2.  Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Pungutan Pendapatan Daerah 

3.  Penyusunan Target Pendapatan Daerah 

4.  Pengembangan Kerjasama Pendapatan Daerah 

5.  Pengembangan Potensi Pendapatan 

6.  Pemeriksaan dan Penyelidikan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Lain- Lain PAD 

7.  Penanganan Sengketa Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain- lain PAD 

8.  Penyusunan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 

9.  Penyusunan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 

10. Penyusunan Rancangan Produk Hukum 

11. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pendapatan Daerah; 

12. Monitoring, Evaluasi Pendapatan Daerah; 

13. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah; 

14. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendpatan Daerah 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ( Pendapatan Asli Daerah) yang 

telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Belum akuratnya data pajak dan retribusi daerah. 

b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya 

dalam membayar pajak dan retribusi. 

c. SKPD selaku pemungut Pajak maupun Retribusi kurang proaktif dalam menggali potensi 

yang ada pada masing-masing SKPD. 

d. Masih banyak potensi Pendapatan yang belum teridentifikasi oleh SKPD yang berwenang 

dalam melakukan pemungutan. 

e. Belum diterapkannya administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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f. Efektivitas sebagian pelimpahan kewenangan pemungutan pada SKPD  terkait, tidak 

sesuai dengan kinerja penerimaan pajak dan retribusi yang diharapkan. 

g. Belum adanya SOP pengawasan Pajak dan Retribusi, sehingga mekanisme pemungutan 

dan sanksi bagi fiskus, kolektor dan wajib pajak/retribusi tidak jelas. 

h. Belum adanya Penilai Pajak, Juru Sita sebagai tenaga ahli pada Badan Pengelola 

Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan. 

i. Terkait penerimaan PBB P2 ada permasalahan yang mendasar yaitu : 

- Objek Pajak beserta Piutangnya pada saat pengalihan kewenangan terkait PBB P2 

tidak valid dan sangat membebani Pemerintah daerah. 

- Tarif pengenaan pada perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang terlalu 

tinggi  (0,3 %) atau mengalami kenaikan 200 % dari tarif awal. 

- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang terlalu 

rendah (masih jauh di bawah harga pasar), sehingga berakibat terjadinya kehilangan 

potensi bagi penerimaan daerah khususnya dari pajak property (PBB P2 dan BPHTB). 

Jika NJOP dinaikkan, dengan tarif Pengenaan PBB P2 yang mangalami kenaikan 200 

%, tentunya akan sangat memberatkan masyarakat. 

- Kurangnya SDM terlatih terkait pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan. 

- Pendataan yang tidak bisa optimal, karena cakupan wilayah perpajakan PBB P2 yang 

sangat luas, dengan transportasi yang susah dijangkau, dan dukungan operasional yang 

kurang memadai sehingga masih banyak objek pajak yang belum terdata dan belum 

dikenakan pajaknya. 

- Kebiasaan menunda pembayaran/pelunasan sebelum jatuh tempo, batasannya masih 

melekat pada para wajib pajak dengan alasan yang tidak jelas, serta kebiasaan dari 

wajib pajak yang membayar PBB nya bilamana terkait urusan yang mewajibkan untuk 

persyaratan pada administrasi perijinan dan sebagian wajib pajak masih ada yang 

kurang memahami pentingnya PBB P2. 

- Masih banyak data yang tidak akurat. 
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Tabel Perbandingan Data Kinerja 

 

Indikator kinerja Data awal 

Kinerja Tahun 

2020 

Data Kinerja yang telah 

dilaksanakan Tahun 

2020 

Realisasi kinerja 

Tahun 2020 

Terwujudnya 

pertumbuhan PAD 

5 -186,35 -2,68 

Tercapainya target 

penerimaan daerah 

baik dari sektor 

pendapatan asli daerah 

(PAD) maupun dari 

sektor dana 

perimbangan dan 

Lainïlain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

100 92,25 108,40 

Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Profesionalisme 

aparatur 

100 63,05 63,05 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi 

Kinerja = 

Rencana Kinerja yang telah 

dilaksanakan 
X 

100% 
Data Target/Rencana Kinerja 

Rumus IKU 
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Tabel Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja 

N

o. 
Indikator kinerja  

Target Kinerja 

dalam Rensta 

Tahun 2020 

Realisasi Kinerja 

Tahun 2020 

Capaian Tahun 

2020 

1. Terwujudnya 

pertumbuhan PAD 

5 -2,68 -186.35 

 Tercapainya target 

penerimaan daerah 

baik dari sektor 

pendapatan asli 

daerah (PAD) 

maupun dari sektor 

dana perimbangan 

dan Lainïlain 

Pendapatan Daerah 

yang Sah 

100 108,40 92.25 

 Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Profesionalisme 

aparatur 

100 63,05 63,05 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase  

Pencapaian 

Target  

= 

Realisasi 

Kinerja X 100% 

Target Kinerja 

Rumus Capaian  
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Tabel Perbandingan antara target Kinerja dan Realisasi Kinerja 

 

Indikator kinerja Capaian Kinerja 

Tahun 2019 

Capaian 

Kinerja Tahun 2020 

Terwujudnya 

pertumbuhan PAD 

65,90% 

 

-186.35 

Tercapainya target penerimaan daerah 

baik dari sektor pendapatan asli daerah 

(PAD) maupun dari sektor dana 

perimbangan dan Lainïlain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

 

91,24% 

 

 

92.25 

Meningkatnya Kapasitas dan 

Profesionalisme aparatur 

 

75,73% 

63,05 

 

Rata- Rata Realisasi kinerja Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan     

-10.35% 

 

 

Capaian Kinerja Tahun 2019 

N

o. 

Sasaran 

Strategis 

Indikat

or 

Kinerja 

Sasaran 

Target Tahun 

2019 

Realisasi 

Tahun 2019 

Capaia

n 

Tahun 

2019 

Keteranga

n Capaian 

1. Tercapainya 

target 

penerimaan 

daerah baik 

dari sektor 

pendapatan 

asli daerah 

(PAD) 

maupun dari 

sektor dana 

perimbanga

n dan Lainï

lain 

Target 

PAD 

 

Target 

Peneri

maan 

Daerah 

keselur

uhan 

135.025.578.817

,43 

 

1.230.888.428.8

70,43 

88.977.526.188

,33 

 

1.123.063.671.

155,12 

 

 

65,90% 

 

91,24% 

 

 

Cukup 

Baik 

 

Baik 
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Pendapatan 

Daerah yang 

Sah 

 Meningkatn

ya Kapasitas 

dan 

Profesionali

sme aparatur 

Jumlah 

Aparatu

r yang 

memilik

i 

Sertifika

si 

Keahlia

n di 

Bidang 

Pendapa

tan  ( 

orang ) 

12.922.769.733,

91 

9.786.439.853   75,73% Baik 

 

 

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Target Renstra 

 

Indikator kinerja  Realisasi 

Kinerja 

Tahun 2020 

Target Renstra 2020 

Terwujudnya 

pertumbuhan PAD 

-2,68 5 

Tercapainya target penerimaan 

daerah baik dari sektor pendapatan 

asli daerah (PAD) maupun dari sektor 

dana perimbangan dan Lainïlain 

Pendapatan Daerah yang Sah 

108,40 100 

Meningkatnya Kapasitas dan 

Profesionalisme aparatur 

63,05 100 
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C. REALISASI ANGGARAN  (AKUNTABILITAS KEUANGAN)  

 

1. Realisasi Anggaran Belanja 

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2020 pada Badan 

Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebesar Rp. 

6.725.127.813,28 atau 63,05% dari dana yang tersedia dalam DPPA sebesar   Rp. 

10.665.784.606,25.  

 

 

Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah 

Tahun Anggaran 2020 

 

Uraian 
Dana menurut 

DPPA (Rp) 

Realisasi  

(Rp) 

Sisa dana 

 (Rp) 
% 

BELANJA PEGAWAI 8.756.964.631,25 4.915.940.745,28 
                 

3.841.023.886,07  
62,63 

BELANJA BARANG 
1.774.507.574,90 1.679.712.068,00 94.795.506,90 94,66 

DAN JASA 

BELANJA MODAL 134.312.400,00 129.475.000,00 4.837.400,00 96,40 

JUMLAH KESELURUHAN 10.665.784.606,25 6.725.127.813,28 3.940.566.792,97 63,05 

 

 

 

 

2. Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan 

 

Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan Badan Pengelola Perpajakan  

dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 

 

No. Nama Proyek 
Anggaran Realisasi Sisa 

Rp Rp % Rp 

1. Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

1.655.971.654,90 1.554.148.600,00 93,85 101.823.055,90 

2. Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

102.255.160,00 102.138.400,00 99,89 116.760,00 

3. Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

3.800.000,00 3.800.000,00 100 0,00 
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Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

4. Intensifikasi dan 

Ektensifikasi Sumber - 

Sumber Pendapatan 

Daerah 

441.649.940,00 397.035.078 96,45 14.614.862,00 

5. Peningkatan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

271.553.000,00 265.835.326,00 97,89 5.717.674,00 

6. Pelayanan Pendapatan 392.376.220,00 386.346.944,00 98,46 6.029.276,00 

 

 

Realisasi Anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja 

No Sasaran 
Indikator  

 kinerja  
 Program Kegiatan 

Anggaran 2020 

  (Rp) 

Realisasi  

(Rp) 

1 Terwujudnya  

Pertumbuhan PAD 

Rasio 

Pendapatan 

 Asli Daerah 

(%) 

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

      

1,655,971,654.90  

      

1,554,148,600.00  

  Kegiatan Penyediaan 

jasa surat menyurat 

        

10,000,000.00  

            

7,804,500.00  

  Kegiatan Penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik 

       

118,560,000.00  

           

85,729,706.00  

2 Terwujudnya  

Target Pendapatan  

Daerah 

Persentase  

Pencapaian 

Pendapatan 

Daerah 

  Kegiatan Penyediaan 

jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

          

7,550,000.00  

            

5,121,500.00  

    Kegiatan Penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan 

       

790,933,785.90  

         

767,287,280.00  

    Kegiatan Penyediaan 

jasa kebersihan kantor 

          

8,565,800.00  

            

8,565,000.00  

3 Meningkatnya  

Kapasitas dan 

Profesionalisme  

aparatur 

Persentase  

Pelaksanaan 

Program/Ke

giatan 

  Kegiatan Penyediaan 

Jasa Perbaikan Peralatan 

kantor 

        

56,830,000.00  

           

56,830,000.00  

  

  Kegiatan Penyediaan 

Alat Tulis Kantor 

        

97,551,500.00  

           

96,115,000.00  

  

  Kegiatan Penyediaan 

barang cetakan dan 

penggandaan 

        

72,814,500.00  

           

46,744,500.00  

      

  Kegiatan Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

        

10,655,000.00  

           

10,655,000.00  

      

  Kegiatan Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan kantor 

       

134,312,400.00  

         

129,475,000.00  

      

  Kegiatan Penyediaan 

peralatan rumah tangga 

             

680,000.00  

               

680,000.00  
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  Kegiatan Penyediaan 

bahan bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan 

        

24,000,000.00  

           

23,400,000.00  

      

  Kegiatan Penyediaan 

makanan dan minuman 

pegawai 

        

82,500,000.00  

           

75,269,750.00  

      

  Kegiatan Rapat-rapat 

kordinasi dan konsultasi 

ke luar/dalam daerah 

       

241,018,669.00  

         

240,471,364.00  

      

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur  

         

102,255,160.00  

         

102,138,400.00  

      

Kegiatan Pemeliharaan 

rutin/berkala gedung 

kantor 

          

5,500,000.00  

            

5,495,000.00  

      

Kegiatan Pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 

        

96,755,160.00  

           

96,643,400.00  

      

  Kegiatan Pengadaan 

pakaian Khusus hari-

hari tertentu 

 -                             -    

      

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

            

3,800,000.00  

            

3,800,000.00  

      

Kegiatan Penyusunan 

laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

          

3,000,000.00  

            

3,000,000.00  

      

Kegiatan Penyusunan 

pelaporan keuangan 

akhir tahun 

             

800,000.00  

               

800,000.00  

      

Program 

Intensifikasi dan 

Ektensifikasi 

Sumber-sumber 

Pendapatan 

Daerah 

         

411,649,940.00  

         

397,035,078.00  

      

Pendataan Potensi Pajak 

dan Retribusi 

        

55,240,000.00  

           

54,253,000.00  

      

Intensifikasi 

Penerimaan Pajak dan 

Retribusi Daerah 

        

93,161,000.00  

           

81,995,000.00  

      

Sosialisasi Peraturan 

dan Ketentuan Pungutan 

Pendapatan Daerah 

        

26,221,000.00  

           

25,130,000.00  

      

Penyusunan Target 

Pendapatan Daerah  

          

8,686,000.00  

            

8,030,600.00  

      

  Pengembangan 

Kerjasama Pendapatan 

Daerah 

        

88,470,300.00  

           

88,288,595.00  

      

  Pengembangan Potensi 

Pendapatan  

        

63,458,640.00  

           

62,925,000.00  

      

  Penanganan Sengketa  

Pajak dan Retribusi 

Daerah serta lain-lain 

PAD 

        

19,836,000.00  

           

19,835,883.00  

        Penyusunan Sistem dan                    
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Prosedur Pemungutan 

Pajak dan Retribusi 

Daerah 

21,650,000.00  21,650,000.00  

      

  Penyusunan Rancangan 

Produk Hukum Bidang 

Pendapatan 

        

34,927,000.00  

           

34,927,000.00  

      

Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

         

271,553,000.00  

         

265,835,326.00  

      

Rapat Koordinasi dan 

Evaluasi Bidang 

Pendapatan Daerah 

       

100,648,000.00  

           

98,577,726.00  

      

Monitoring, Evaluasi 

Pendapatan Daerah 

        

75,338,000.00  

           

73,642,600.00  

      

  Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan 

Pendapatan Daerah 

        

95,567,000.00  

           

93,615,000.00  

      

Program 

Pelayanan 

Pendapatan 

         

392,376,220.00  

         

386,346,944.00  

      

Kegiatan Implementasi 

Sistem Informasi 

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah 

       

139,063,800.00  

         

137,994,050.00  

      

Pengembangan Sistem 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Pendapatan 

Daerah 

       

207,175,000.00  

         

202,519,392.00  

      

  Pengembangan Sistem 

Pelayanan Pajak Daerah 

        

46,137,420.00  

           

45,833,502.00  

  JUMLAH  

  

10,665,784,606.25  

      

6,725,127,814.00  
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